
BAB I

PENDAHULUAN
A.  GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
1. Kedudukan

Kabupaten Batang merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. Sebelum berlakunya Undang-undang tersebut Kabupaten Batang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pekalongan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga Sektretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. 
Mendasari ketentuan peraturan perundang-udangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah  melakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan menetapkan 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 
2. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah :

a. Sekretariat Daerah, terdiri dari:

1)    Sekretaris Daerah;

2) Asisten Pemerintahan, membawahkan :

a.  
Bagian Tata Pemerintahan;

b. Bagian Pemerintahan Desa;

c. Bagian Hukum.

3) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan : 

a.  
Bagian Pengendalian Pembangunan;

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

c. Bagian Perekonomian.

4) Asisten Administrasi, membawahkan: . 

a. Bagian Organisasi;

b. Bagian Humas dan Protokol;

c. Bagian Umum.

b.     Sekretariat DPRD  terdiri dari :

1)
Sekretaris DPRD;

2) 
Bagian Hukum dan Persidangan;

3)
Bagian Umum;

4)
Bagian Hubungan Masyarakat.

c.  
Dinas Daerah terdiri dari :

1) 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;

2)
Dinas Kesehatan;

3)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

4)
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

5)
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Energi Sumber Daya Mineral;

6)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

7)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8)
Dinas Kelautan dan Perikanan;

9)
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan;

10)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

11)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

12)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

15)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

d.
Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1) 
Inspektorat;

2) 
Badan terdiri dari :

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b) Badan Kepegawaian Daerah;

c) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

e) Badan Lingkungan Hidup;

f) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;

g) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

3) 
Kantor terdiri dari :

a. 
Kantor Perpustakaan dan Arsip;

b.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

4)
Rumah Sakit Umum Daerah;

5)
Satuan Polisi Pamong Praja.
6)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7)
Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam                     15 Kecamatan, dengan  9  Kelurahan dan  239 Desa.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok  dimaksud,  Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1) penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas  dinas daerah, lembaga teknis daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;

3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

4) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; 

5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3) penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

4) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c. Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok  dimaksud, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan  bidang tugasnya;

2) penyusunan rencana program dan kegiatan teknis dan pengkoordinasian sesuai dengan  bidang tugasnya;

3) pembinaan terhadap UPTD;

4) penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;

5) Pemantauan,  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 

d. Lembaga Teknis Daerah

1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

b) perencanaan teknis di bidang pengawasan;

c) penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah;

d) pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah;

e) pengujian dan penilaian atas laporan berkala dan atau insidentil dari setiap tugas perangkat daerah;

f) pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, aparatur, keuangan dan BUMD, kekayaan daerah, perekonomian dan kesejahteraan sosial;

g) pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat;

h) penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2) Badan  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan  bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok  dimaksud, Badan  mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan  bidangnya;

b) penyusunan rencana program dan kegiatan dan pengkoordinasian sesuai dengan  bidang tugasnya;

c) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;

d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;

e) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;

f) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan  bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kantor  mempunyai fungsi :

a) penyusunan rencana  program dan kegiatan sesuai  bidang tugasnya;

b) pelaksanaan koordinasi  dengan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah;

c) penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;

d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;

e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai  tugas dan fungsinya.

4) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas  melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok  dimaksud, RSUD mempunyai fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

b) penyelenggaraan pelayanan medis;

c) penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

d) penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

e) pelayanan rujukan;

f) pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

g) pelaksanaan pendidikan dan latihan;

h) pengelolaan administrasi dan keuangan;

i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai  tugas dan fungsinya.

5)   Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satpol PP mempunyai fungsi :

a) penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

b) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman msasyarakat di daerah;

d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e) mengkoordinasikan penanganan penanggulangan bencana;

f) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;

g) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

h) pelaksanaan tugas  lainnya yang diberikan oleh Bupati.

6)   
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a) menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara-an penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;

c) menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud BPBD Kabupaten mempunyai fungsi :

a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
7) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Kecamatan;

b) penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;

c) penyiapan data informasi mengenai keadaan Kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati; 

d) pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan penyeleng-garaan pemerintahan lintas Kelurahan atau Desa;

e) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;

f) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

8)  
Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok  dimaksud, Kelurahan mempunyai fungsi :

a) pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan;

b) penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;

c) penyiapan data informasi mengenai keadaan Kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan Camat;

d) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;

e) pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat.
4. Sumber Daya Aparatur Pemerintah 

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 adalah 7.103 orang berstatus PNS, 457 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT), dengan tingkat pendidikan formal sebagai  berikut : 

Tabel I.1

REKAPITULASI PEGAWAI BERDASAR 
JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

	STATUS
	TINGKAT PENDIDIKAN 

	
	SD
	SLTP
	SLTA
	DI
	DII
	DIII
	DIV
	SI
	S II
	Jumlah

	PNS
	

	· Pria
	130
	245
	884
	562
	2
	2
	0
	1756
	197
	3781

	· Wanita
	7
	14
	366
	925
	4
	2
	0
	1931
	73
	3322

	Jumlah PNS
	137
	259
	1250
	1487
	6
	4
	0
	3687
	270
	7103

	PTT
	

	· Pria
	206
	22
	54
	0
	0
	12
	0
	24
	0
	318

	· Wanita
	67
	4
	21
	0
	0
	21
	0
	25
	1
	139

	Jumlah PTT
	273
	26
	75
	0
	0
	33
	0
	49
	1
	457


Sumber : BKD Kabupaten Batang Tahun 2016
B. LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Kondisi Geografis Daerah
a. Batas Administrasi

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara 6o 51' 46" dan 7o 11' 47" Lintang Selatan serta antara 109o 40' 19" dan 110o 03' 06" Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administrasif adalah:

· Sebelah Utara
: 
Laut Jawa. 

· Sebelah Timur
: 
Kabupaten Kendal. 



· Sebelah Selatan
: 
Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara.

· Sebelah Barat
: 
Kabupaten Pekalongan dan Kota 


Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2011, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan dengan perincian adalah sebagai berikut:

· Kecamatan Batang
:   12 Desa 9 Kelurahan.

· Kecamatan Wonotunggal
:   15 Desa.

· Kecamatan Warungasem
: 
18 Desa.

· Kecamatan Bandar
: 
17 Desa.

· Kecamatan Blado
: 
18 Desa.

· Kecamatan Reban
: 
19 Desa.

· Kecamatan Tulis
: 
17 Desa.
· Kecamatan Subah
: 
17 Desa.

· Kecamatan Limpung
: 
17 Desa.

· Kecamatan Gringsing
: 
15 Desa.

· Kecamatan Bawang
: 
20 Desa.

· Kecamatan Tersono
: 
20 Desa.

· Kecamatan Kandeman
: 
13 Desa.

· Kecamatan Pecalungan
: 
10 Desa.

· Kecamatan Banyuputih
: 
11 Desa.

b. Luas Wilayah

Kabupaten Batang yang memiliki wilayah seluas 78.864,16 Ha, yang dibagi dalam 15 (lima belas) Kecamatan. Wilayah tersebut dapat dirinci menurut luas wilayah per Kecamatan sebagai berikut: 
Tabel I.2
Luas Wilayah Kecamatan
	No.
	Kecamatan
	Luas (Ha)

	1.
	Wonotunggal
	5.235,27

	2.
	Bandar
	7.332,80

	3.
	Blado
	7.838,92

	4.
	Reban
	4.633,38

	5.
	Bawang
	7.384,51

	6.
	Tersono
	4.932,98

	7.
	Gringsing
	7.276,64

	8.
	Limpung
	3.341,66

	9.
	Banyuputih
	4.442,50

	10.
	Subah
	8.352,17

	11.
	Pecalungan
	3.618,97

	12.
	Tulis
	4.508,78

	13.
	Kandeman
	4.175,67

	14.
	Batang
	3.434,54

	15.
	Warungasem
	2.355,38

	
	Total
	78.864,16


Sumber: Batang Dalam Data 2015
c. Iklim dan Kondisi Tanah

Kabupaten Batang yang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) memiliki iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada bulan Oktober-April dan musim kemarau pada bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun.
Menurut data pengukuran tinggi curah hujan yang ada di setiap kecamatan, jumlah hari hujan terbanyak selama tahun 2015 di Kecamatan Blado dan paling sedikit di Kecamatan Gringsing, sedangkan curah hujan yang paling tinggi di Kecamatan Reban dan paling rendah di Kecamatan Tulis.

Wilayah Kabupaten Batang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut: latosol 69,66%; andosol 13,23%; alluvial 11,47%; dan podsolik 5,64%. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.
Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya.
2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2015 tercatat sejumlah 722.026 jiwa, yang terdiri dari 361.054 jiwa penduduk laki-laki dan 360.972 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan) sebesar 100,02. 

b. Struktur Usia Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

· Usia 0 – 14 tahun

: 223.217 jiwa (30,92%)

· Usia 15 – 64 tahun
: 466.040 jiwa (64,55%)

· Usia 65 keatas

:   32.769 jiwa (4,54%)
c. Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Sementara itu, jumlah penduduk menurut mata pencaharian didominasi oleh sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya) sebanyak 129,973 jiwa atau 17%. Sektor lain selain sektor pertanian yang banyak diminati adalah wiraswasta sebanyak 122,718 jiwa atau 16%. Sementara itu, terdapat pula data masyarakat yang tidak bekerja mencapai 130,077 jiwa atau 17%. Selain itu, jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai PNS, TNI dan Polri kurang dari 2%. 
d. Penduduk Menurut Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal. Oleh karena itu bidang pendidikan menjadi tumpuan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas  yang akan memasuki sektor-sektor lainnya. 

Berdasarkan data, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Batang didominasi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di atas, sehingga hal ini tentunya menjadi perhatian pokok dalam pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Batang.
3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah
Dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Batang banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan antara lain potensi pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata maupun potensi perindustrian dan perdagangan.

1) Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Batang. Adapun luas pemanfaatan lahan pertanian terdiri dari 22.405,33 Ha (28,41%) lahan sawah dan 56.458,83 Ha (71,59%) lahan bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagaian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (42,00%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,44%), selainnya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan.

Sedangkan lahan bukan sawah digunakan untuk tegal/huma sebesar 37,49% yang merupakan presentase penggunaan terbesar, kemudian digunakan untuk bangunan/ pekarangan, perkebunan, hutan negara, tambak/kolam dan padang rumput.

Potensi sumber daya alam di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang merah, bawang daun, kentang, kubis dan cabe. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, jeruk dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan adalah  kelapa, tebu, teh, coklat, kopi dan cengkeh.

2) Potensi Perikanan

Kabupaten Batang yang sebagian wilayahnya terletak di tepi pantai Laut Jawa yang didukung dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan laut maupun perikanan darat yang terdiri dari tambak (air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, kolam air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air). 

Jenis-jenis ikan laut yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan mata besar, ikan remang, ikan bambangan/kakap merah dan ikan bawal. Sedangkan untuk jenis perikanan darat adalah udang windu, udang putih, ikan bandeng serta ikan lele. Potensi sumber daya alam perikanan dan kelautan saat ini belum dapat tergarap secara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum dapat dimanfaatkannya wilayah laut seluas 287,060 km2. 

Untuk perikanan darat dari potensi lahan air payau seluas 1.429,2 Ha baru dimanfaatkan seluas 292,95 Ha. Sedangkan potensi lahan budidaya air tawar seluas 300 Ha, baru dimanfaatkan seluas 14,52 Ha. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, maka sektor perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan.

3) Potensi Pariwisata

Kabupaten Batang yang wilayahnya terdiri dari dataran, perbukitan dan pegunungan dengan keindahan alamnya merupakan anugrah Tuhan yang patut disyukuri. Keindahan alam Kabupaten Batang merupakan asset daerah yang sangat berharga dan merupakan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Batang yang saat ini cukup menonjol adalah Pantai Sigandu, Pantai Ujung Negoro, Kolam renang Bandar, Curug Genting dan Curug Gombong. Sedangkan untuk jenis agrowisata adalah Agrowisata Perkebunan Teh Pagilaran dan Agrowisata Salak Sodong, sedangkan untuk jenis wisata boga adalah madu, emping, kerupuk kulit ikan, keripik nangka, keripik pisang, buah durian, rambutan, pisang tanduk serta salak. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya tarik wisata di Kabupaten Batang antara lain Kirab Pusaka, Lomban, Malam Jum’at Kliwonan dan Kesenian Daerah. 
Adapun sarana pendukung pariwisata yang ada di Kabupaten Batang antara lain:
· Rumah Makan

: 78 buah

· Hotel

: 10 buah

· Panti pijat

: 22 buah

· Salon kecantikan

: 45 buah

· Rias Pengantin

:122 buah

· Biro perjalanan

:   8 buah

· Arena ketangkasan

: 30 buah

· Jasa boga/catering

: 16 buah

· Karaoke

: 24 buah
4) Potensi Hutan

Kabupaten Batang memiliki hutan negara seluas 20.796,95 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi 15.316,51 Ha, kawasan hutan lindung 2.969,68, kawasan hutan konservasi 93,89 Ha, dan kawasan hutan lindung 2.416,87 Ha. Selain itu masih terdapat hutan rakyat seluas kurang lebih 10.771,44 Ha yang tersebar di 15 Kecamatan. Hutan ini menghasilkan berbagai jenis kayu seperti sengon, jati, dan pinus  Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di Kabupaten Batang digunakan untuk bahan baku mebel, pertukangan, bak truk, galangan kapal, kayu bakar, sedangkan  limbah kayu digunakan untuk kerajinan tangan. Adapun kayu bulat (log) maupun kayu setengah jadi dijual keluar daerah bahkan untuk jenis kayu jati diekspor ke Jepang. Disamping hasil hutan berupa kayu, dikembangkan pula budidaya aneka usaha kehutanan (non kayu) yaitu berupa budi daya lebah madu, sarang burung wallet, persuteraan alam dan  kebun bibit desa.

5) Potensi Industri dan Perdagangan

Banyaknya hasil sumber daya alam di Kabupaten Batang baik hasil pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan sumber daya air yang cukup  melimpah, sangat potensial bagi perkembangan industri dan perdagangan. Adapun jenis-jenis industri yang ada dan  potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Batang adalah:

· Kerajinan kulit.

· Pembuatan keripik buah pisang dan buah nangka.

· Pengolahan ikan.

· Tepung tapioka.

· Emping melinjo.

· Pembuatan bak truk.

· Galangan kapal.

· Perusahaan AMDK.
· Tepung Tapioka.

· Madu Lebah.

· Batik.
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Kabupaten Batang pada tahun 2016 memiliki pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%, sehingga relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5,31%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nilai PDRB Kabupaten Batang selalu mengalami kenaikan. 

Andil terbesar perekonomian Kabupaten Batang berasal dari sektor pertanian yang menyumbang 24,38% dari total PDRB atas dasar harga berlaku disusul sektor industri pengolahan sebesar 27,53%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,14%, sektor jasa-jasa sebesar 14,22% serta sektor lainnya dibawah 10%.
C. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan Utama (strategic issued) merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Hal ini perlu menjadi perhatian sebab Permasalahan Utama memiliki dampak bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. 

Permasalahan Utama sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Ketika Permasalahan Utama berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila Permasalahan Utama berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Identifikasi Permasalahan Utama secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan selama jangka waktu 5 tahun.
Permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang pada tahun 2012 sampai dengan 2017 secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang permasalahan yaitu permasalahan penataan dan pembinaan birokrasi; permasalahan iklim investasi yang berkorelasi pada pengembangan ekonomi, peningakatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah; permasalahan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan permasalahan kualitas sumber daya masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang pada periode Tahun 2007-2011, maka dapat dirumuskan beberapa Permasalahan Utama (strategic issued) Kabupaten Batang pembangunan 5 (lima) tahun kedepan tahun 2012-2017, yaitu:
1. Penataan dan Pembinaan Birokrasi
a. Reformasi birokrasi yang menyeluruh dalam 8 area perubahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

b. Reformasi pelayan publik untuk mewujudkan pelayanan prima dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
c. Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Iklim Investasi Yang Berkorelasi pada Pengembangan Ekonomi, Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Daerah

a. Peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan peran Koperasi dan UKM dalam usaha perdagangan, dan orientasi kebijakan industri yang pro growth, pro poor, pro job dan pro environment.
b. Peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan berbasis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

a. Peningkatan dan Revitalisasi infrastruktur daerah untuk meningkatkan perekonomian.

b. Pengembangan wilayah pemukiman yang layak huni dengan memperhatikan pola pemanfaatan lahan terhadap norma-norma yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.

4. Kualitas Sumber Daya Masyarakat dalam Pembangunan

a. Peningkatan dan Pemerataan derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
b. Peningkatan peran serta perempuan, dan kepemudaan dalam pembangunan, disamping optimalisasi sarana dan prasarana olahraga di daerah.

c. Optimalisasi dan pengembangan sarana kesehatan sehingga mampu dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan.
e. Redesain sistem pendidikan dari wajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar dua belas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan biaya terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan.

D. TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP
Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja Tahun 2016 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif

Bab I  
Pendahuluan


Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II 

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III 
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV 

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA 
Perencanaan kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) periode tahun 2012 - 2017  sebagai penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Batang periode tahun 2012 - 2017 adalah :
”Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan  profesional,  untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapai-an kesejahteraan masyarakat Batang”.
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintahan harus bisa bekerja secara efektif, bersih dan professional sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Batang yang sejahtera.

Dalam upaya  mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan adalah :
1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima. 

2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningakatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah. 
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batang 2012–2017 tersebut,  dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 21 (dua puluh satu) tujuan dan 60 (enam puluh) sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan. Rincian sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:
Tabel II.1

Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD 2012-2017
	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja

	1
	Meningkatnya profesionalitas aparatur aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas
	1.
	Jumlah Kegiatan Bintek (kali)

	
	
	2.
	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

	2
	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah
	1.
	Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)

	
	
	2.
	Tersedianya Buku ”Kabupaten dalam angka”

	
	
	3.
	Buku ”PDRB Kabupaten”

	
	
	4.
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA

	
	
	5.
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA

	
	
	6.
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERBUP

	3
	Meningkatnya layanan dan informasi publik
	1
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)

	
	
	2
	Jumlah jaringan komunikasi 

	
	
	3
	Jumlah surat kabar nasional/lokal 


	
	
	4
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan 

	4
	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah
	1
	Web site milik pemerintah daerah

	
	
	2
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi 

	
	
	3
	Peningkatan SDM  pengelola kearsipan 

	5
	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
	1
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)

	
	
	2
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 

	
	
	3
	Rasio poskamling per desa/kelurahan

	
	
	4
	Jumlah demo

	6
	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi
	1
	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)

	
	
	2
	Jumlah LSM

	7
	Meningkatnya penanaman modal di daerah
	1
	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)

	
	
	2
	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang 

	
	
	3
	Jumlah penyerapan tenaga kerja

	
	
	4
	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan 

	8
	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor
	1
	Tingkat pengangguran Terbuka (%)

	
	
	2
	Pencari kerja yang ditempatkan

	
	
	3
	Keselamatan dan perlindungan

	9
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional
	1
	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk

	
	
	2
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)

	
	
	3
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)

	
	
	4
	Ekspor Bersih Perdagangan 


	10
	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan
	1
	Pertumbuhan Industri (unit)

	
	
	2
	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)

	
	
	3
	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK 

	
	
	4
	Jumlah Unit usaha sentra industri 

	
	
	5
	Persentase penanganan sampah (%)

	
	
	6
	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)

	
	
	7
	Jumlah daya tampung TPS

	11
	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian
	1
	Nilai tukar petani (%)

	
	
	2
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB

	
	
	3
	Cakupan Bina Kelompok Peternak 

	
	
	4
	Ketersediaan Lahan Ternak 

	
	
	5
	Penyakit ternak yang tertangani :

	
	
	 
	Jumlah ternak yang disuntik 

	
	
	 
	Persentase pengobatan (terhadap total populasi sapi)

	
	
	6
	Cakupan bina kelompok pengawas

	
	
	7
	Tingkat Konsumsi ikan 

	
	
	8
	Tingkat Pengelolaan Konservasi

	
	
	9
	Cakupan bina kelompok  Tangkap 

	
	
	10
	Cakupan bina kelompok Budidaya 

	
	
	11
	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklahsar)

	12
	Terehabilitasinya lahan hutan yang kritis
	1
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)

	
	
	2
	Kerusakan Kawasan Hutan 

	13
	Tersedianya kedaulatan pangan melalui  produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan
	1
	Populasi Hewan ternak (ekor)

	
	
	 
	-  Sapi Perah

	
	
	 
	-  Sapi Potong

	
	
	 
	-  Kerbau

	
	
	 
	-  Kambing

	
	
	 
	-  Domba

	
	
	 
	-  Ayam buras

	
	
	 
	-  Ayam ras

	
	
	 
	-  Itik

	
	
	2
	Produksi perikanan Tangkap (ton)

	
	
	3
	Produksi perikanan Budidaya (ton)

	
	
	4
	Ketersediaan pangan utama (ton)

	
	
	 
	-  Beras

	
	
	 
	-  Jagung

	
	
	5
	Produksi hasil ternak :

	
	
	 
	-  Daging 

	
	
	 
	-  Telur

	
	
	 
	-  Susu 

	
	
	6
	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan 

	
	
	7
	Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan

	
	
	8
	Cadangan Pangan Daerah 

	
	
	9
	Ketersediaan energi dan protein per kapita

	
	
	 
	-  Energi per kapita

	
	
	 
	-  Protein per kapita

	
	
	10
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah

	
	
	11
	Stabilitas harga dan pasokan pangan 

	
	
	12
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

	
	
	13
	Penanganan Daerah Rawan Pangan 

	
	
	14
	Produktivitas Padi sawah 

	
	
	15
	Produksi Padi 

	
	
	16
	Produktivitas Jagung 

	
	
	17
	Produksi Jagung 

	
	
	18
	Jumlah Kelompok Tani Binaan 

	14
	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM
	1
	Persentase koperasi aktif (%)

	
	
	2
	Usaha Mikro dan Kecil  (unit)

	
	
	3
	Jumlah bank dan cabang 

	
	
	4
	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang 

	
	
	5
	Pertumbuhan PDRB (ADHK)

	
	
	6
	Laju inflasi

	
	
	7
	PDRB per kapita ADHK

	
	
	8
	Indeks Gini

	
	
	9
	Indeks Pembangunan Manusia

	
	
	10
	Presentase Penduduk Miskin

	15
	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal
	1
	Kunjungan Wisata

	
	
	2
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)

	
	
	3
	Obyek Wisata yang ditangani 

	
	
	4
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB 

	
	
	5
	Jumlah grup kesenian

	
	
	6
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

	
	
	7
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

	
	
	8
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran 

	
	
	9
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 

	16
	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian
	1
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

	
	
	2
	Panjang  jalan Kondisi Baik

	
	
	3
	Panjang Jalan Seluruhnya

	
	
	4
	Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik

	
	
	5
	Panjang Seluruh Jalan Kab. Didaerah tsb

	
	
	6
	Persentase Luas irigasi Kab dalam kondisi baik (%)

	
	
	7
	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

	
	
	8
	Luas Seluruh irigasi Kabupaten

	
	
	9
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

	
	
	10
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk

	
	
	11
	Rasio rumah layak huni 

	
	
	12
	Drainase  dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

	
	
	13
	Lingkungan Pemukiman

	17
	Terwujudnya energi dan penataaan ruang yang teratur
	1
	Ketaatan terhadap RTRW, (%)

	
	
	2
	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)

	
	
	3
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)

	
	
	4
	Luas wilayah produktif 

	
	
	5
	Luas wilayah industri 

	
	
	6
	Luas wilayah kebanjiran

	
	
	7
	Luas wilayah perkotaan 

	18
	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat
	1
	Rasio Rumah layak huni (%)

	
	
	2
	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)

	
	
	3
	Persentase penduduk yang memiliki lahan

	
	
	4
	Rumah tangga pengguna air bersih

	
	
	5
	Lingkungan pemukiman kumuh

	
	
	6
	Persentase pemohon sertifikat

	
	
	7
	Prona (Program Nasional)


	19
	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik
	1
	Rasio ijin trayek 

	
	
	2
	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis, (buah)

	
	
	 
	-  PelabuhanLaut

	
	
	 
	-  Pel. Lokal

	
	
	 
	-  Terminal B

	
	
	 
	-  Terminal C

	
	
	3
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 

	
	
	4
	Jumlah orang terangkut angkutan umum 

	
	
	5
	Jumlah orang melalui terminal per tahun 

	
	
	6
	Jumlah arus penumpang angkutan umum 

	
	
	7
	Jumlah uji kir angkutan umum 

	
	
	8
	Angkutan darat 

	
	
	9
	Kepemilikan KIR angkutan umum 

	
	
	10
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 

	
	
	11
	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 

	20
	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan
	1
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)

	
	
	2
	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)

	21
	Terwujudnya penyelenggaraan KB KS
	1
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)

	
	
	2
	Rata-rata jumlah anak per keluarga 

	
	
	3
	Rasio akseptor KB

	
	
	4
	Cakupan peserta KB aktif 

	
	
	 
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

	
	
	6
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB


	
	
	7
	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD

	22
	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi
	1
	Kepemilikan KTP el (%)

	
	
	2
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

	
	
	3
	Pengiriman Transmigran (KK)

	
	
	4
	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun 

	
	
	5
	Rasio bayi ber-akta Kelahiran

	
	
	6
	Rasio pasangan berakta nikah 

	
	
	7
	Rasio Akta Kematian 

	
	
	8
	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

	23
	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga
	1
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)

	
	
	2
	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali) 

	
	
	3
	Jumlah kegiatan olahraga (kali).

	
	
	4
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta 

	
	
	5
	Rasio KDRT

	
	
	7
	Partisipasi angkatan kerja perempuan

	
	
	8
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

	
	
	9
	Jumlah Organisasi Pemuda 

	
	
	10
	Jumlah Organisasi Olahraga

	
	
	11
	Jumlah Lapangan Olahraga Tingkat Daerah

	
	
	12
	Jumlah Klub Olahraga

	
	
	13
	Jumlah Gedung Olahraga

	24
	Terwujudnya jaminan  penyelengaraan kesehatan masyarakat
	1
	Angka usia harapan hidup (tahun)

	
	
	2
	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)

	
	
	3
	Kasus Kematian Ibu 

	
	
	4
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

	
	
	5
	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

	
	
	6
	Incident rate DBD per 100.000 penduduk

	
	
	7
	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk

	
	
	8
	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)

	
	
	9
	Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk

	
	
	10
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

	25
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	1
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), ( Klp)

	
	
	2
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (buah)

	
	
	3
	LPM Berprestasi 

	
	
	4
	PKK Aktif 

	
	
	5
	Posyandu Aktif 

	
	
	6
	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 

	26
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM
	1
	Angka Melek Huruf (%)

	
	
	2
	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)

	
	
	3
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, (orang)

	
	
	4
	Pengelolaan arsip secara baku (%)

	
	
	5
	Jumlah perpustakaan daerah

	
	
	6
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

	
	
	7
	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

	
	
	8
	Angka Putus Sekolah

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SD/MI

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

	
	
	9
	Angka Kelulusan

	
	
	 
	Angka Kelulusan SD/MI

	
	
	 
	Angka Kelulusan SMP/MTs

	
	
	 
	Angka Kelulusan SMA/ SMK/ MA

	
	
	 
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

	
	
	 
	 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA

	
	
	10
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 

	
	
	11
	Angka Partisipasi Kasar

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C

	
	
	12
	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk

	
	
	 
	-  Jenjang SD/Sederajat

	
	
	 
	-  Jenjang SMP/Sederajat

	
	
	 
	-  Jenjang SMA/Sederajat

	
	
	13
	Angka Partisipasi Murni

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C


Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang meliputi : 
1. Program Pembangunan pada Misi I :

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

c. Program Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 

d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

e. Program Perencanaan Sosial Budaya 

f. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa 

g. Program kerjasama informasi dengan mass media
h. Program pengkajian kerjasama dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
i. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 

j. Program pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan 

k. Program kerjasama informasi dengan Mass Media 

l. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 

m. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

n. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
o. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

p. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

q. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

r. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 

s. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

t. Program Pengembangan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

u. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
2. Program Pembangunan pada Misi II :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 
c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 
d. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 
f. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 
g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 
h. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 
i. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 
j. Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan 
k. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 
l. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 
m. Pogram Pengembangan Industri Kecil dan Menegah 
n. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
o. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 
p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 
q. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan 
r. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 
s. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya 
t. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan 
u. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 
v. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 
w. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
x. Program Perencanaan an Pengembangan Hutan 
y. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 
z. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 
aa. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 
ab. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
ac. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 
ad. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 
ae. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 
af. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 
ag. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 
ah. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 
ai. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 
aj. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
ak. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
al. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 
am. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
an. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 
ao. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasam Investasi 
ap. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 
aq. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
ar. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 
as. Program Pengembangan Kemitraan 
at. Program Pengelolaan Nilai Budaya 
au. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 
av. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Program Pembangunan pada Misi III :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
b. Program Pembangunan Saluran/Drainse Gorong-Gorong 

c. Program Lingkungan Sehat Perumahan 

d. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

e. Program Pengedalian Banjir 

f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

g. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 

h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 

i. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

j. Program Pembangunan Saluran/Drainse Gorong-Gorong 

k. Program Pengembangan Perumahan 

l. Program Lingkungan Sehat Perumahan 

m. Program DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi 

n. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

o. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 

p. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

q. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

r. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

s. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

t. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 

u. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

v. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

4. Program Pembangunan pada Misi IV :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
d. Program Keluarga Berencana 
e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 
f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 
g. Program Pelayanan Kontrasepsi 
h. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 
i. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 
j. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 
k. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan 
l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 
m. Program Peningkatan Sarana dan rasarana Pelayanan KIE/Advokasi KB 
n. Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 
o. Program Penataan Administrasi Kependudukan 
p. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 
q. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 
r. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 
s. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 
t. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 
u. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 
v. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
w. Program Pengawasan Obat dan Makanan 
x. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
y. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
z. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
aa. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 
ab. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 
ac. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 
ad. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 
ae. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
af. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
ag. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 
ah. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular 
ai. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) 

aj. Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 
ak. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 
al. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 
am. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
B. PERJANJIAN KINERJA
Pada awal tahun setelah penetapan anggaran Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Batang telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan janji Kepala Daerah untuk mewujudkan target kinerja dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki dan berdasarkan pada perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang periode tahun 2012–2017. 
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel II.2

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang

Tahun 2016
	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target

	1
	Meningkatnya profesionalitas aparatur aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas
	1.
	Jumlah Kegiatan Bintek (kali)
	2

	
	
	2.
	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
	100%

	2
	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah
	1.
	Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)
	100

	
	
	2.
	Tersedianya Buku ”Kabupaten dalam angka”
	Ada 

	
	
	3.
	Buku ”PDRB Kabupaten”
	Ada 

	
	
	4.
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA
	Ada 

	
	
	5.
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA
	Ada 

	
	
	6.
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERBUP
	Ada 

	3
	Meningkatnya layanan dan informasi publik
	1
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)
	5

	
	
	2
	Jumlah jaringan komunikasi 
	70

	
	
	3
	Jumlah surat kabar nasional/lokal 
	12

	
	
	4
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan 
	12

	4
	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah
	1
	Web site milik pemerintah daerah
	25

	
	
	2
	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi 
	12

	
	
	3
	Peningkatan SDM  pengelola kearsipan 
	4

	5
	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
	1
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)
	3

	
	
	2
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 
	9,6

	
	
	3
	Rasio poskamling per desa/kelurahan
	6,54

	
	
	4
	Jumlah demo

	5

	6
	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi
	1
	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)
	2

	
	
	2
	Jumlah LSM
	115

	7
	Meningkatnya penanaman modal di daerah
	1
	Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)
	139,52

	
	
	2
	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang 
	500

	
	
	3
	Jumlah penyerapan tenaga kerja
	1.000

	
	
	4
	Jumlah ijin usaha yang diterbitkan 
	3.100

	8
	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor
	1
	Tingkat pengangguran Terbuka (%)
	6,68

	
	
	2
	Pencari kerja yang ditempatkan
	50%

	
	
	3
	Keselamatan dan perlindungan
	40%

	9
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional
	1
	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
	2

	
	
	2
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)
	16,09%

	
	
	3
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)
	16,66%

	
	
	4
	Ekspor Bersih Perdagangan 

	65.452.614,02

	10
	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan
	1
	Pertumbuhan Industri (unit)
	10,755

	
	
	2
	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)
	26%

	
	
	3
	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK 
	27,30%

	
	
	4
	Jumlah Unit usaha sentra industri 
	240

	
	
	5
	Persentase penanganan sampah (%)
	73,57

	
	
	6
	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)
	152

	
	
	7
	Jumlah daya tampung TPS
	143,44

	11
	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian
	1
	Nilai tukar petani (%)
	100,3

	
	
	2
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB
	27

	
	
	3
	Cakupan Bina Kelompok Peternak 
	63

	
	
	4
	Ketersediaan Lahan Ternak 
	85,19

	
	
	5
	Penyakit ternak yang tertangani :
	 

	
	
	 
	Jumlah ternak yang disuntik 
	750

	
	
	 
	Persentase pengobatan (terhadap total populasi sapi)
	3,01

	
	
	6
	Cakupan bina kelompok pengawas
	330

	
	
	7
	Tingkat Konsumsi ikan 
	33

	
	
	8
	Tingkat Pengelolaan Konservasi
	Dikelola secara minimum

	
	
	9
	Cakupan bina kelompok  Tangkap 
	63

	
	
	10
	Cakupan bina kelompok Budidaya 
	68

	
	
	11
	Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklahsar)
	20

	12
	Terehabilitasinya lahan hutan yang kritis
	1
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)
	8

	
	
	2
	Kerusakan Kawasan Hutan 
	12,7

	13
	Tersedianya kedaulatan pangan melalui  produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan
	1
	Populasi Hewan ternak (ekor)
	 

	
	
	 
	-  Sapi Perah
	160

	
	
	 
	-  Sapi Potong
	19.000

	
	
	 
	-  Kerbau
	1.500

	
	
	 
	-  Kambing
	78.000

	
	
	 
	-  Domba
	32.500

	
	
	 
	-  Ayam buras
	752.715

	
	
	 
	-  Ayam ras
	19.000.000

	
	
	 
	-  Itik
	112.000

	
	
	2
	Produksi perikanan Tangkap (ton)
	38.000

	
	
	3
	Produksi perikanan Budidaya (ton)
	3.240,72

	
	
	4
	Ketersediaan pangan utama (ton)
	 

	
	
	 
	-  Beras
	181.951

	
	
	 
	-  Jagung
	44.206

	
	
	5
	Produksi hasil ternak :
	 

	
	
	 
	-  Daging 
	9.750.000

	
	
	 
	-  Telur
	7.000.000

	
	
	 
	-  Susu 
	115.000

	
	
	6
	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan 
	100

	
	
	7
	Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan
	100

	
	
	8
	Cadangan Pangan Daerah 
	24

	
	
	9
	Ketersediaan energi dan protein per kapita
	 

	
	
	 
	-  Energi per kapita
	2.350

	
	
	 
	-  Protein per kapita
	58

	
	
	10
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah
	84,5

	
	
	11
	Stabilitas harga dan pasokan pangan 
	100

	
	
	12
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
	100

	
	
	13
	Penanganan Daerah Rawan Pangan 
	58

	
	
	14
	Produktivitas Padi sawah 
	4,761

	
	
	15
	Produksi Padi 
	195.273

	
	
	16
	Produktivitas Jagung 
	6,415

	
	
	17
	Produksi Jagung 
	45.091

	
	
	18
	Jumlah Kelompok Tani Binaan 
	884

	14
	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM
	1
	Persentase koperasi aktif (%)
	73

	
	
	2
	Usaha Mikro dan Kecil  (unit)
	101.415

	
	
	3
	Jumlah bank dan cabang 
	70

	
	
	4
	Jumlah perusahaan asuransi dan cabang 
	6

	
	
	5
	Pertumbuhan PDRB (ADHK)
	5,5-5,6

	
	
	6
	Laju inflasi
	5±1

	
	
	7
	PDRB per kapita ADHK
	4,89

	
	
	8
	Indeks Gini
	0,304

	
	
	9
	Indeks Pembangunan Manusia
	73,51

	
	
	10
	Presentase Penduduk Miskin
	11,66

	15
	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal
	1
	Kunjungan Wisata
	441007

	
	
	2
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)
	12

	
	
	3
	Obyek Wisata yang ditangani 
	5

	
	
	4
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB 
	900 juta

	
	
	5
	Jumlah grup kesenian
	550

	
	
	6
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	1

	
	
	7
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
	317

	
	
	8
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran 
	90

	
	
	9
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 
	9

	16
	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian
	1
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
	95

	
	
	2
	Panjang  jalan Kondisi Baik
	550,55

	
	
	3
	Panjang Jalan Seluruhnya
	579,53

	
	
	4
	Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik
	80

	
	
	5
	Panjang Seluruh Jalan Kab. Didaerah tsb
	450

	
	
	6
	Persentase Luas irigasi Kab dalam kondisi baik (%)
	83,16

	
	
	7
	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
	18.701

	
	
	8
	Luas Seluruh irigasi Kabupaten
	22.488

	
	
	9
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
	96,40%

	
	
	10
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk
	0,21

	
	
	11
	Rasio rumah layak huni 
	90,5

	
	
	12
	Drainase  dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
	35,33%

	
	
	13
	Lingkungan Pemukiman
	24,28

	17
	Terwujudnya energi dan penataaan ruang yang teratur
	1
	Ketaatan terhadap RTRW, (%)
	100

	
	
	2
	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)
	14,63

	
	
	3
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)
	1,15

	
	
	4
	Luas wilayah produktif 
	88,16

	
	
	5
	Luas wilayah industri 
	1,63

	
	
	6
	Luas wilayah kebanjiran
	0,8

	
	
	7
	Luas wilayah perkotaan 
	15,88

	18
	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat
	1
	Rasio Rumah layak huni (%)
	90,5

	
	
	2
	Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)
	52%

	
	
	3
	Persentase penduduk yang memiliki lahan
	65,01%

	
	
	4
	Rumah tangga pengguna air bersih
	74,00%

	
	
	5
	Lingkungan pemukiman kumuh
	0,18

	
	
	6
	Persentase pemohon sertifikat
	100%

	
	
	7
	Prona (Program Nasional)
	100%

	19
	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik
	1
	Rasio ijin trayek 
	0,66

	
	
	2
	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis, (buah)
	 

	
	
	 
	-  PelabuhanLaut
	1

	
	
	 
	-  Pel. Lokal
	3

	
	
	 
	-  Terminal B
	1

	
	
	 
	-  Terminal C
	3

	
	
	3
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 
	0,000847

	
	
	4
	Jumlah orang terangkut angkutan umum 
	10.121.397

	
	
	5
	Jumlah orang melalui terminal per tahun 
	689.850

	
	
	6
	Jumlah arus penumpang angkutan umum 
	10.121.397

	
	
	7
	Jumlah uji kir angkutan umum 
	1.070

	
	
	8
	Angkutan darat 
	3.540

	
	
	9
	Kepemilikan KIR angkutan umum 
	540

	
	
	10
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 
	65

	
	
	11
	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 
	26.000

	20
	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan
	1
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
	75

	
	
	2
	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)
	35

	21
	Terwujudnya penyelenggaraan KB KS
	1
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)
	121.184

	
	
	2
	Rata-rata jumlah anak per keluarga 
	2,5

	
	
	3
	Rasio akseptor KB
	83,00%

	
	
	4
	Cakupan peserta KB aktif 
	140.099

	
	
	 
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
	82,00%

	
	
	6
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
	86,00%

	
	
	7
	Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD
	100%

	22
	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi
	1
	Kepemilikan KTP el (%)
	89

	
	
	2
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
	527

	
	
	3
	Pengiriman Transmigran (KK)
	15

	
	
	4
	Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun 
	14.723

	
	
	5
	Rasio bayi ber-akta Kelahiran
	0,9

	
	
	6
	Rasio pasangan berakta nikah 
	100

	
	
	7
	Rasio Akta Kematian 
	2,00%

	
	
	8
	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten
	Ada

	23
	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga
	1
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)
	1,95

	
	
	2
	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali) 
	6

	
	
	3
	Jumlah kegiatan olahraga (kali).
	5

	
	
	4
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta 
	195.526

	
	
	5
	Rasio KDRT
	0,00%

	
	
	7
	Partisipasi angkatan kerja perempuan
	199.299

	
	
	8
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
	100%

	
	
	9
	Jumlah Organisasi Pemuda 
	15

	
	
	10
	Jumlah Organisasi Olahraga
	38

	
	
	11
	Jumlah Lapangan Olahraga Tingkat Daerah
	16

	
	
	12
	Jumlah Klub Olahraga
	245

	
	
	13
	Jumlah Gedung Olahraga
	5

	24
	Terwujudnya jaminan  penyelengaraan kesehatan masyarakat
	1
	Angka usia harapan hidup (tahun)
	70,99

	
	
	2
	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
	100

	
	
	3
	Kasus Kematian Ibu 
	17

	
	
	4
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
	12

	
	
	5
	Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
	16

	
	
	6
	Incident rate DBD per 100.000 penduduk
	<20

	
	
	7
	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk
	<1

	
	
	8
	Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)
	10,70%

	
	
	9
	Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk
	77%

	
	
	10
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten
	100%

	25
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	1
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), ( Klp)
	5

	
	
	2
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (buah)
	68

	
	
	3
	LPM Berprestasi 
	2,4

	
	
	4
	PKK Aktif 
	98%

	
	
	5
	Posyandu Aktif 
	100%

	
	
	6
	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat 
	6%

	26
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM
	1
	Angka Melek Huruf (%)
	98

	
	
	2
	Rata Rata Lama Sekolah (tahun)
	7

	
	
	3
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, (orang)
	183.810

	
	
	4
	Pengelolaan arsip secara baku (%)
	74,8

	
	
	5
	Jumlah perpustakaan daerah
	1

	
	
	6
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
	49.375

	
	
	7
	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini
	66,14

	
	
	8
	Angka Putus Sekolah
	 

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SD/MI
	0,12

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs
	0,12

	
	
	 
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
	0,24

	
	
	9
	Angka Kelulusan
	 

	
	
	 
	Angka Kelulusan SD/MI
	100

	
	
	 
	Angka Kelulusan SMP/MTs
	100

	
	
	 
	Angka Kelulusan SMA/ SMK/ MA
	100

	
	
	 
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
	100

	
	
	 
	 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA
	75,1

	
	
	10
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 
	80

	
	
	11
	Angka Partisipasi Kasar
	 

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SD/ MI/ Paket A
	104,85

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SMP / MTs / Paket B
	94

	
	
	 
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/ Paket C
	52,25

	
	
	12
	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk
	 

	
	
	 
	-  Jenjang SD/Sederajat
	50,12

	
	
	 
	-  Jenjang SMP/Sederajat
	18,12

	
	
	 
	-  Jenjang SMA/Sederajat
	9,2

	
	
	13
	Angka Partisipasi Murni
	 

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A
	94,16

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B
	80,68

	
	
	 
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/ Paket C
	47,89
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